BAB VI
SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker
(PKPA) di apotek Pro-Tha Farma adalah sebagai berikut:

1.

Sebelum melaksanakan PKP di Apotek, Calon apoteker diharapkan
lebih banyak membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang
pelayanan kefarmasian di apotek dan manajemen apotek, peraturan
perundang-undangan farmasi di apotek, manajemen pengelolaan
apotek, serta pengetahuan tentang obat dan penggunaannya.

Calon apoteker diharapkan mempelajari Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang ada di apotek dan melakukannya dengan benar,
sehingga terhindar dari kesalahan yang dapat terjadi.

Calon apoteker diharapkan lebih aktif mempelajari dan
meningkatkan ilmu komunikasi agar mampu berkomunikasi dengan
pasien secara baik dan benar dan memiliki kemampuan bekerjasama
yang baik dengan semua karyawan di apotek sehingga mendapatkan
pengetahuan yang lebih banyak mampu mencapai semua apa yang

menjadi tujuan yang direncanakan.
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